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Abstract: In general, every country has laws and regulations that govern the election process 

by prioritizing the principle of neutrality. This law sets standards that must be followed by all 

election participants, including political parties, candidates, and electoral institutions. In the 

context of organizing a democratic party. Neutrality is a dynamic of the most important 

problems in implementing the General Election. Normatively, the existence of legislation on 

elections provides an illustration that Indonesia has attempted to realize the filling of the 

positions of President and Vice President, members of the People's Representative Council, 

members of the Regional Representative Council and members of the Regional People's 

Representative Council more democratically through direct elections by the people. In the 

midst of high political enthusiasm and competition, the neutrality of state leaders is a critical 

aspect that must be maintained. The neutral nature of state leaders ahead of elections is the 

essence of responsible democracy, which guarantees the integrity of the democratic process 

and ensures justice and balance in the political system. The purpose of this study is This 

paper aims to discuss the importance of a neutral attitude from a president during an 

election. This includes how the president should not side with one of the candidates or 

political parties, thus maintaining the integrity of democracy. The method in this writing uses 

the normative research method. The results of this study indicate that One of the political 

ethics that must be upheld by the president as head of state is a neutral attitude. If this 

attitude is not held by the head of state, it will cause pros and cons in society. 
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Abstrak: Pada umumnya setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur 

proses pemilu dengan mengedepankan prinsip netralitas. Undang-undang ini menetapkan 

standar yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, termasuk partai politik, kandidat, dan 

lembaga pemilihan. Dalam konteks penyelenggaraan pesta demokrasi. Netralitas merupakan 

sebuah dinamika masalah terpenting dalam melaksanakan Pemilihan Umum. Secara 

normatif, adanya perundang-undangan tentang pemilu memberi gambaran bahwa Indonesia 
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telah berupaya mewujudkan pengisian jabatan Presiden dan wakil presiden, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah secara lebih demokratis melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. 

Di tengah antusiasme dan persaingan politik yang tinggi, netralitas pemimpin negara menjadi 

aspek kritis yang harus dijaga. Sifat netral pemimpin negara menjelang pemilu adalah esensi 

dari demokrasi yang bertanggung jawab, yang menjamin integritas proses demokratis serta 

memastikan keadilan dan keseimbangan dalam sistem politik. Tujuan dari penelitian ini 

adalah Tulisan ini bertujuan untuk membahas pentingnya sikap netral dari seorang presiden 

selama pemilu. Hal ini mencakup bagaimana presiden seharusnya tidak memihak pada salah 

satu kandidat atau partai politik, sehingga menjaga integritas demokrasi. Metode dalam 

penulisan ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa Salah satu etika politik yang harus dipegang oleh presiden sebagai kepala 

negara adalah sikap netral. Jika sikap ini tidak dipegang oleh kepala negara maka 

menimbulkan pro dan konta dalam masyarakat. 

 

Kata Kunci: Etika Politik, Netralitas, Pemimpin Negara, Pemilu. 

 

 

PENDAHULUAN 

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan 

dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica), yaitu 

kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat.
1
 Salah satu wujud demokrasi suatau negara yaitu pelaksanaan pemilu. 

Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta 

wujud paling nyata bagi partisipasi rakyat. Pemilu dianggap sebagai indikator yang penting 

untuk mengukur demokrasi.
2
 

Secara normatif pengertian pemilu juga di jelaskan didalam pasal 1 ayat 1 UU No. 7 

Tahun 2017 “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan 

rakyat unhrk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang dilaksanakan siara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemilihan umum menjadi sebuah sarana demokrasi terpenting. Tidak hanya pengertian 

suatu proses perwujudan nyata terhadap kedaulatan rakyat melainkan sebagai instrumen 

perubahan sosial dan politik serta suksesi yang berlangsung
3
. Maka, menciptakan sistem 

pemilihan yang efisien akan menghasilkan pemimpin atau perwakilan yang kompeten. 

Pemilu yang berkualitas pada intinya dapat dinilai dari dua perspektif, yakni segi proses dan 

segi hasilnya.
4
 

Perlu dipahami bahwa pemilu adalah salah satu syarat yang mutlak bagi negara 

demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
5
 Karena itulah pemilu menjadi sarana bagi 

masyarakat untuk turut aktif dalam proses politik agar terciptanya prinsip dasar negara yang 

                                                 
1
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demokratif.
6
 Proses pemilu pun tidak lepas dari tingkat partisipasi pemilih atau disebut 

partisipasi politik.
7
 Partisipasi Politik adalah kegiatan dari masyarakat melalui mana mereka 

mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, serta membagi beberapa bentuk dari 

partisipasi politik salah satunya melalui kegiatan pemilu.
8
 

Demokrasi yang pastisipatif terlihat dari penyelenggaraan pemilu yang efektif dan 

bermutu akan meningkatkan tingkat persaingan yang sehat, partisipasi yang aktif, dan 

mewujudkan perwakilan yang kuat dan akuntabel. Pemilu yang bebas dan adil menjadi nilai 

dasar dan universal daya lakunya dalan suatu pemilu yang demokratis.
9
 Salah satu contoh 

sikap persaingan yang sehat dan akuntabel adalah netralitas pemimpin negara dalam semuah 

pesta demokrasi pemilu. 

Pada umumnya setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur 

proses pemilu dengan mengedepankan prinsip netralitas. Undang-undang ini menetapkan 

standar yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, termasuk partai politik, kandidat, dan 

lembaga pemilihan. Dalam konteks penyelenggaraan pesta demokrasi. Netralitas merupakan 

sebuah dinamika masalah terpenting dalam melaksanakan Pemilihan Umum 

Secara normatif, adanya perundang-undangan tentang pemilu memberi gambaran 

bahwa Indonesia telah berupaya mewujudkan pengisian jabatan Presiden dan wakil presiden, 

anggota DPR, anggota DPD serta anggota DPRD secara lebih demokratis melalui pemilihan 

umum secara langsung oleh rakyat (pemilih). Nilai demokrasi tercermin melalui kebebasan 

dan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusung 

calon presiden dan wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan.
10

 

Di tengah antusiasme dan persaingan politik yang tinggi, netralitas pemimpin negara 

menjadi aspek kritis yang harus dijaga. Sifat netral pemimpin negara menjelang pemilu 

adalah esensi dari demokrasi yang bertanggung jawab, yang menjamin integritas proses 

demokratis serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam sistem politik. 

Pemimpin negara harus berhati-hati dalam merangkul semua partai politik dan 

kandidat, tanpa adanya preferensi atau dukungan yang jelas. Mereka harus menghindari 

retorika yang memihak atau mengkritik satu pihak secara tidak adil, yang dapat 

mempengaruhi opini publik dan mengganggu keadilan pemilu. Pemimpin negara harus tetap 

netral dan menghindari pernyataan atau tindakan yang dapat dianggap sebagai intervensi 

politik. 

Menjaga integritas sistem pemilihan berarti Pemimpin negara harus memastikan bahwa 

sistem pemilihan yang ada tidak dirancang atau dimanipulasi untuk kepentingan politik 

tertentu. Mereka harus mendukung upaya untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam 

pemilihan, termasuk penerapan aturan yang ketat terkait pendanaan kampanye dan 

pengawasan pemilu yang efektif. Pemimpin negara harus mendukung lembaga-lembaga 

independen yang bertugas untuk memeriksa pelanggaran pemilu dan mengambil tindakan 

yang sesuai. 

Perlu dipahami bahwa netralitas Presiden sebagai pemimpin negara berkaitan dengan 

Impartiality, dimana presiden harus harus bersikap impartial dalam arti bersikap adil, 
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obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi,b ebas dari konflik kepentingan, dan 

tidak berpihak pada siapapun. Pemilu dan dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk 

kepentingan politik. 

Akhir-akhir ini Salah satu momen yang menimbulkan kontra adalah ketika seorang 

presiden mengatakan akan ikut “cawe-cawe” dalam pemilu 2024. Beberapa orang 

berpendapat apabila ikut campur atau “cawe-cawe” dalam urusan Pemilihan Presiden 2024 

akan menimbulkan pemilu yang tidak adil. Dalam kontestasi pilpres, presiden harus berada di 

semua capres, tidak condong kepada satu capres tertentu.
11

 yang ditakutkan oleh publik 

adalah jika presiden terlibat langsung dalam proses politik praktis, bukan tidak mungkin ada 

potensi presiden gunakan kekuasaan untuk mengkondisikan penyelenggara pemilu.
12

 

Ketika kepala negara melakukan cawe-cawe terhadap pemilihan presiden bahkan 

menggunakan struktur dan infrastrasiktur negara maka akan menimbulkan masalah sendiri. 

Lawan politik pasangan yang didukung kepala negara akan merasa dicurangi dan 

menyebabkan permasalahan baru pasca pemilu.
13

 

Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin negara harus menjaga netralitas dan tidak 

memihak calon manapun. Ketika presiden memberikan dukungan secara terbuka, hal ini 

dapat mempengaruhi kesetaraan kompetisi antara calon dan merusak integritas pemilu. 

Dengan adanya latar belakng diatas penulis mengangkat judul Etika Politik dan Netralitas 

Pemimpin Negara Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum. Jadi berdasarkan uraian yang 

telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai bagaimana Implikasi serta dampak ketidaknetralan presiden dalam pemilihan 

umum. 

 

METODE 

Pada penulisan ini, penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Dalam hal ini, 

terdapat dua konsep pendekatan yang menjadi fokus analisis yaitu pendekatan undang-

undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan 

undang-undang (statute approach) melibatkan peninjauan terhadap regulasi yang berkaitan 

dengan pemilihan umum maupun regulasi tentang kode etik. Sementara itu, pendekatan 

secara konseptual atau yang dikenal sebagai conceptual approach dilakukan dengan 

menganalisis penyelesaian permasalahan dari sudut pandang konsep yang melatar 

belakanginya, konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep netralitas, kondep 

kode etik, dan konsep penyelenggaraan pemilu. Adapun sumber bahan hukum yang 

digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer 

diantaranya artikel, jurnal hukum, buku hukum yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. 

sedangkan sumber hukum data primer yang diantaranya Peraturan perundung-undangan serta 

konvensi internasional. Analisis data dilakukan dengan pengelolaan bahan hukum yang yang 

berkaitan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta menginventaris bahan 

hukum untuk mendapatkan landasan teori yang akan dikaji. sedangkan Pengumpulan materi 

hukum dilakukan dengan langkah-langkah identifikasi regulasi yang berlaku dan 

pengelompokan materi hukum yang relevan dengan fokus penelitian. 

                                                 
11

  Presiden Sebaiknya Tidak Cawe-Cawe, https://www.mpr.go.id/berita/Syarief-Hasan-:-Presiden-Sebaiknya-

Tidak-Cawe-Cawe, diakses pada 4 Juni 2023.  
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 Martyasari Rizky, Ramai-ramai Tokoh Beri Komentar Jokowi Cawe-cawe, 
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13
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Etika politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, khususnya dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum. Etika politik 

mengacu pada seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku para aktor politik, termasuk 

pemimpin negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks pemilihan umum, 

etika politik menuntut adanya transparansi, kejujuran, keadilan, serta kepatuhan terhadap 

hukum yang berlaku. Etika politik juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga kestabilan 

politik dan sosial, serta memastikan bahwa setiap proses demokrasi berjalan dengan baik dan 

tidak melanggar hak-hak warga negara. 

Salah satu isu yang krusial dalam pelaksanaan pemilu adalah netralitas pemimpin 

negara. Pemimpin negara, baik di level eksekutif maupun legislatif, memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga posisi netral selama proses pemilihan berlangsung. Netralitas ini penting 

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua calon peserta 

pemilu mendapatkan perlakuan yang adil. Ketika seorang pemimpin negara berpihak pada 

salah satu kontestan atau partai politik, hal tersebut dapat merusak integritas pemilu dan 

mencederai kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, menjaga 

netralitas menjadi bagian dari etika politik yang harus dipegang teguh oleh setiap pemimpin. 

Dalam pesta demokrasi, pemilu tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, 

tetapi juga merupakan cerminan dari kualitas demokrasi sebuah negara. Partisipasi aktif 

warga negara, transparansi, serta komitmen para pemimpin untuk menjunjung tinggi prinsip 

etika politik dan netralitas sangat menentukan keberhasilan pemilu. Pemimpin negara 

diharapkan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari 

intervensi yang tidak semestinya. Dengan demikian, pemilu yang dijalankan berdasarkan 

prinsip-prinsip etika politik dan netralitas akan memperkuat demokrasi dan menjaga 

kepercayaan rakyat terhadap pemimpin serta sistem pemerintahan yang ada. 

Pemilu menjadi sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh 

pasrtisipasi rakyat dalam berpolitik.
14

 Untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur dalam 

Pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sesuai 

ketentuan tersebut, maka lima asas dalam  pemilu  tersebut  yaitu:  langsung, umum,  bebas,  

rahasia, jujur  dan  adilharuslah  menjiwai  sistem  pemilu  yang  terdiri  dari  hukum  pemilu  

(electoral  law)maupun  proses  penyelenggaraan  pemilu (electoral process).
15

 

Pada dasarnya, demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil 

keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan politik yang dimaksud adalah 

kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh 

rakyat itu sendiri. beberapa prinsip penting yang harus di pegang oleh pemimpin negara 

adalah prinsip netralitas, independensi, imparsialitas, dan transparansi.
16

 

Presiden memegang kekuasaan sebagai pemimpin negara. Pengaruh presiden pun 

menyebar ke seluruh aspek kehidupan politik. Sistem pemilu, politik partai, sistem 

representasi kelompok kepentingan dan pemerintah daerah memberi peluang presiden dan 

pejabat senior untuk melakukan intervensi pada semua sektor. 

Sebuah proses pemilihan umum adalah fondasi demokrasi yang kuat, di mana warga 

negara dapat secara bebas mengungkapkan kehendak mereka melalui pemilihan pemimpin 

mereka. Dalam konteks ini, peran Presiden sebagai kepala negara memiliki pengaruh yang 

sangat signifikan dalam menjamin integritas dan kelancaran proses pemilu. 

                                                 
14

UU Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia, Fokus Media, Bandung, 2018, h.83 
15
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Presidensiil di Indonesia, Jurnal Yuridika. Mei 2018, h.303. 
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Presiden berdasarkan UUD 1945 bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala 

negara, yang mempunyai tugas maupun kekuasaan yang sangat luas.
17

 Presiden memiliki 

tanggung jawab yang luar biasa dalam memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung 

secara adil, transparan, dan netral. Ketidaknetralan Presiden dapat berdampak besar pada 

proses pemilu dan mengancam kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri. 

Kekuasaan yang diemban oleh seorang Presiden memberikan akses yang luas terhadap 

sumber daya negara dan lembaga-lembaga pemerintahan. Jika Presiden tidak menjaga 

netralitasnya, ada risiko bahwa penggunaan kekuasaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

mempengaruhi hasil pemilu sesuai dengan kepentingan pribadi atau politiknya. 

Konstitusi berkehendak dibangunnya penyelenggara pemilu yang independen, netral, 

imparsial dan profesional serta memiliki integritas tinggi supaya dapat menjamin 

penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan tidak manipulatif.
18

 Ketidaknetralan seorang 

Presiden dalam pemilihan umum juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi 

politik. Hal ini dapat terjadi melalui penggunaan sumber daya pemerintah untuk kepentingan 

kampanye, penekanan terhadap oposisi, atau campur tangan dalam penyelenggaraan 

pemilihan. Semua tindakan ini berpotensi merusak integritas pemilu dan menghambat proses 

demokrasi yang sehat. 

Oleh karena itu, penting bagi seorang Presiden untuk menghormati prinsip-prinsip 

netralitas dan menjaga jarak yang tepat dari kompetisi politik saat pemilu berlangsung. Ini 

berarti menghindari penggunaan kekuasaan atau sumber daya pemerintah untuk 

mempengaruhi hasil pemilu, dan memberikan ruang yang adil bagi semua peserta untuk 

bersaing secara merata. 

Dalam hal ini ketika presiden tidak bersikap netral apakah melanggar undang-undang? 

Secara normatif tidak ada yang mengatur masalah ini. Hanya saja ketidaknetralan presiden 

adalah berhubungan dengan etik, dalam etika politik, dan etika sebagai pemimpin negara. 

etika elit politik sangatlah penting mengingat suatu sikap elit untuk menetapkan kebijakan 

sesuai dengan prioritas untuk kepentingan bangsa.
19

 

Netralitas pemimpin negara sangat penting untuk menjaga integritas Pemilu, karena 

seorang Presiden memiliki pengaruh besar terhadap birokrasi, lembaga negara, dan opini 

publik. Jika seorang Presiden menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat atau 

partai, hal ini bisa menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu, mempengaruhi 

kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, dan bahkan merusak stabilitas politik. 

Salah satu dampak utama dari ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu adalah hilangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap independensi penyelenggara Pemilu. Presiden yang 

berpihak dapat memanfaatkan sumber daya negara, seperti media, aparat keamanan, dan 

fasilitas publik untuk mendukung kandidat atau partai yang disukai. Ini menimbulkan 

ketidaksetaraan dalam kompetisi politik dan dapat merusak legitimasi hasil Pemilu. 

Masyarakat yang merasa bahwa Pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil mungkin akan 

kehilangan kepercayaan pada sistem politik dan proses demokrasi. 

Dampak yang ditimbulkan apabila seorang Presiden tidak netral dalam pemilihan 

umum (Pemilu) dapat beragam dan berpotensi merusak demokrasi serta kredibilitas institusi 

pemerintahan. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi: 
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1. Ketidakadilan dalam pemilihan; Presiden adalah penyelenggara Negara tertinggi.
20

 

Presiden yang tidak netral dapat mempengaruhi proses pemilihan dengan cara mendukung 

atau memberikan keuntungan kepada calon tertentu. Hal ini dapat menyebabkan 

ketidakadilan dan merusak integritas pemilihan, karena calon yang mendapat dukungan 

dari Presiden memiliki akses ke sumber daya dan dukungan yang lebih besar. Ketika 

Presiden tidak netral, ia bisa menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mendukung 

satu calon atau partai tertentu. Hal ini akan menciptakan ketidakadilan dalam proses 

Pemilu. Salah satu calon atau partai akan mendapat keuntungan yang tidak proporsional 

dibandingkan dengan calon lainnya, baik dalam hal akses media, logistik, atau sumber 

daya. Akibatnya, kompetisi menjadi tidak sehat, dan peluang bagi semua calon untuk 

bersaing secara setara terancam. 

2. Ketidakpercayaan masyarakat; Jika Presiden tidak netral dalam pemilihan, hal ini dapat 

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan institusi 

pemerintah. Masyarakat dapat merasa bahwa pemilihan tidak adil dan dipengaruhi oleh 

kekuasaan yang ada. Ketidakpercayaan semacam ini dapat mengancam stabilitas politik 

dan menciptakan ketegangan sosial. Ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu dapat memicu 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu itu sendiri. Jika masyarakat melihat 

bahwa Pemilu sudah "dikondisikan" untuk mendukung pihak tertentu, mereka mungkin 

akan merasa bahwa suara mereka tidak dihargai dan hasil pemilu telah ditentukan 

sebelumnya. Hal ini bisa mengurangi partisipasi pemilih, memicu protes, atau bahkan 

menyebabkan konflik sosial yang lebih besar akibat rasa ketidakadilan. 

3. Merusak prinsip demokrasi; Netralitas Presiden sangat penting dalam menjaga prinsip 

demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Ketika Presiden tidak netral, 

demokrasi menjadi terancam karena proses pemilihan tidak lagi mencerminkan suara dan 

kehendak rakyat. Hal ini dapat merusak landasan demokrasi dan mengganggu 

keseimbangan kekuasaan di negara tersebut. Prinsip dasar demokrasi adalah adanya 

kebebasan dan keadilan dalam pemilihan pemimpin. Ketika seorang Presiden tidak netral, 

ia merusak prinsip ini. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang rakyat untuk memilih 

pemimpin secara bebas dan adil malah menjadi ajang manipulasi kekuasaan. Hal ini dapat 

melemahkan institusi-institusi demokratis serta membahayakan fondasi pemerintahan 

yang berbasis pada kehendak rakyat. 

4. Penggunaan sumber daya pemerintah secara tidak adil; Presiden yang tidak netral 

mungkin akan menggunakan sumber daya pemerintah, termasuk anggaran dan personel, 

untuk mendukung calon atau partai politik tertentu. Ini dapat menciptakan ketidakadilan 

dalam persaingan politik dan memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada calon 

yang didukung oleh Presiden. Penggunaan sumber daya pemerintah secara tidak adil juga 

dapat merusak integritas institusi negara. Presiden yang tidak netral dalam Pemilu 

berpotensi menyalahgunakan sumber daya negara, seperti anggaran pemerintah, fasilitas 

publik, media yang dikelola oleh negara, dan aparat negara (militer, polisi, pegawai 

negeri) untuk mendukung calon atau partai tertentu. Penggunaan sumber daya publik 

untuk kepentingan pribadi atau politik akan merugikan calon lain yang tidak memiliki 

akses ke sumber daya yang sama. Selain itu, penyalahgunaan sumber daya publik ini dapat 

merugikan anggaran negara dan mengurangi kepercayaan terhadap integritas pemerintah. 

Dengan beebrapa penjelasan diatas, hal ini bisa dikaitan dengan kasus yang belakang 

beredar yaitu ketika presiden mengudang Presiden mengundang sejumlah pemimpin redaksi 

media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan serta beberapa petinggi elit 
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partai politik. Dalam pertemuan tersebut, presiden akan ikut “cawe-cawe” dalam rangka 

kepentingan negera.
21

  

Hanya saja posisi Jokowi sebagai kepala negara dinilai kurang tepat ikut “cawe-cawe” 

atau ikut campur dalam urusan pilpres. Terlebih dengan posisi sebagai presiden memiliki 

kekuasaan. dan dikhawatirkan kuasa yang ada bisa mempengaruhi hasil pemilu atau bisa 

mengkondisikan pemenangan capres dan cawapres. Presiden diharapkan dapat bersikap netral 

pada Pemilihan Presiden 2024, tanpa mendukung salah satu calon, demi terselenggaranya 

pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Dukungan terhadap salah satu calon dinilai tidak etis 

serta tidak sesuai dengan mandat konstitusi untuk menjadi kepala negara dan kepala 

pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam konteks tertentu pula presiden bisa menggunakan struktur atau infrastruktur 

negara untuk kepentingan dukung mendukung calon-calonnya itu. Kalau itu dilakukan maka 

itu bagian dari pada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Hal ini 

berkaitan dengan salah satu asas didalam pelaksanaan administrasi negara yang dimiliki oleh 

pejabat adalah asas sovereign immunity (Kekebalan Penguasa).
22

 Asas sovereign immunity 

adalah asas istimewa yang hanya dimiliki oleh penguasa dan pejabat (pemerintah) karena dia 

yang menjalankan fungsi publik. 

  Salah satunya dalam pemilihan umum untuk memilih calon presiden secara langsung 

atau yang biasa disebut dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) banyak menimbulkan 

problematika di berbagai aspek. Salah satu problematika yang terjadi ialah penyalahgunaan 

wewenang atau abuse of power yang dilakukan oleh Presiden yang sedang menjabat demi 

kepentingan anggota partainya yang akan mencalonkan diri pada Pemilu mendatang.
23

 

Oleh karena itu, salah satu etika presiden sebagai kepala negara dalam rangka 

menjelang pemilu adalah sikap netral. Pemilu luber judil itu sudah pasti, dan terkait menjaga 

keberlangsungan pemilu yang langsung umum bersama rahasia jujur dan adil adalah sudah 

kewajiban. Periseden secara etik tidak boleh berpihak kepada salah satu kelompok. Sebab, 

posisi presiden dapat berdampak pada kualitas pemilu yang jujur dan adil.  

Dalam pesta demokrasi, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memilih 

pemimpin, tetapi juga menjadi cerminan dari kualitas demokrasi suatu negara. Proses pemilu 

yang transparan, jujur, dan adil menunjukkan tingkat kematangan demokrasi dan keterlibatan 

aktif masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Pemilu yang berjalan dengan baik 

mencerminkan adanya penghargaan terhadap hak-hak politik, kebebasan berpendapat, dan 

partisipasi warga negara. Sebaliknya, jika pemilu diwarnai oleh kecurangan, manipulasi, atau 

tekanan politik, hal tersebut dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem demokrasi 

dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. 

 

KESIMPULAN 

Etika berpolitik pada dasarnya berkaitan dengan sikap, dan perilaku dalam setiap 

aktivitas atau langkah kebijakan yang diambil. Salah satu etika politik yang harus dipegang 

oleh presiden sebagai kepala negara adalah sikap netral. Jika sikap ini tidak dipegang oleh 

kepala negara maka menimbulkan pro dan konta dalam amsyarakat. Hal ini ditakutkan akan 

berdampak pada implikasi proses pemilu. 

Etika politik dan netralitas pemimpin negara dalam pesta demokrasi pemilihan umum 

memegang peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi. Seorang 
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pemimpin negara harus mampu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis, menjunjung 

tinggi prinsip keadilan, dan berkomitmen untuk tidak memihak dalam kontestasi politik. 

Netralitas ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa 

semua calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama di mata hukum dan 

masyarakat. Dengan demikian, etika politik yang baik dan netralitas yang terjaga akan 

memperkuat kepercayaan publik terhadap pemimpin negara dan memperkokoh fondasi 

demokrasi yang sehat.  
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